
Menimbang :

Mearglngat :

BI'PATI MUSI RAtrIAS
PERATURAN BUPATI MUSI RA\IIAS

NOMOR BJ TAHUN 2019

TENTANG

TATA KEIOI.A BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESETIATAN MASYARAKA? CECAR

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bah*a urituk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tsntang Badan Iayanan Umum Daerah, pcrlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan

Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehat€n

Masyarakat cecar l(abupaten Musi Rawas.

l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentsng

Pembentukan Daerah Tingkat II dsn Kotapraja di

Sufiratera Selatan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentant

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan

L€mbarafl Negara Republik Indonesia Nomor 558fl

telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang PerubalEn Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang PetnerintalEn Daerah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambshsn kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);



Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman PenJrusunan dan Penetapan Standar

PeLayanan Minimal (Lembaran Negara Repubtk

Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014

tentaJrg Pusat Kesehatan Masya.rakat (Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan l,ayanan Umum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (I€mbaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor

10).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN

T,AYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT CECAR KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adal,ah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mugi Rawas.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas

adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.

3.

4.

5.

6.

2
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6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut

Puskesmas adalah Puskesmas Cecar.

7. Unit Pelaksana Telnis Dinas yang selanjutnya

disingkat UPID adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

di Lingkungan Pemcrintah Kabupatcn Musi Rawas.

8. Ferangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepql,a

Daerah dan DPRD drlam penyelenggaraan Urusan

Femerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. F$ilitas Felayanan Keschatan adalah Buatu tempat

yang digmakan untuk menyelcnggarakan upaya.

pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif

maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,

pemerintah daerah dan/atau masyaiakat.

lO. Prlsat Kesehatan Masyar-akat yang scl,Bnjutnya

disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaya keschatan

Ir'"sryarakat dan upa.ya ke8€hatan perseoranSan

tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan uPaya

promotif dan preventif, untuk mencapa.i derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di

wilayah kerjanya.

11. Badan Layartan Umr]m Daerah yang selanjutnya

dieebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit

Kerja pada Perangkat Daerah di

daerah yang dibcntuk rmtuk membcrikan

pelayanan kepada masyarakat bcrupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutanakan mencari kcuntungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip

ef siensi dan produktivitas.

PARAF KOORN;IIASI



12. Pola Fengelolaan Keuangan BLUD yang scl'anjutnya

disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan kcuangan

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan

untuk menerapkan praktik-pralrtik bisnis yang s€hat

untuk mcningkatkan kepada masyarakat

dalem rangka memajukan kesejahtrraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, scbagai

pengecualisrt dari ketenfilarr pengplolaan keuangan

daerah pada umumnYa.

13. Pola Tata Kelola Puskesmas adalah aturan dasar yang

mengatur tqta cara penyelenggaraan Puskesmas.

14. Remuncrasi adafah imbafan kerja yang daPat beruPa

gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif bonus atas

prestasi, Fsangon, dan atau pensiun.

15. Kepafa adalah Kepala Puskesmas Cecar.

l6"Fleksibilitas adalah kelcluasasn pengelolaan

keuangBn/baEng BLUD pada betas-batas tcrtcntu

yang dapat dikecualikan dari ketentusn yeng bcrlatu

umum.

17- Pcningl€En status BLUD adalah meningkatnya

status unit kcrja yang menerapkan PPK-BLUD

bertahap menjadi unit kcrja yang menerapkan PPK-

BLLrD penuh.

lE, Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD

selanjutnya disingkat BLUD-PuskcssEs adalah Unit

Kerja pada Dinas Keschatan Kabupaten yang

menerapkan PPK-BLUD,

19. Upaya Kes€hatan Perorangan yang sclanjutnya

disingtat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau

8€rangkaian kegiiatan pelayanan kes€hatan yang

ditujuksn untuk peningkatan, pencegahan,

penyembuhan penyaki! pengurangan penderitaan

akibat penyatit dan pemulihan keschatan

perceoran8an.

PARAF NOOP.DIIiASI



20. Upaya Kesehatan Masyarakat yang sel'anjutnya

disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk

memelihara dan meningkatlan kesehatan serta

mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah

kesehata! dengan sasaran keluarga, kelompok, dan

masyarakat.

21. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan

oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup

pelencanaan, Pelaksanaan, evaluasi, pcncatatan,

pclaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.

22.Investasi adatah pengeluaran untuk mendapa.tlan

as€t dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis

yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD del'm

peLayanan kepa.da masyarakar

23. TenaSa kesehatsn adalah setiap orang yang

mengabdiLan diri dalam bidang kesehatan serta

memitiki penggtahuan dan/atau ketcrampil,an melalui

pendidikan di bidang keschatan yang untuk jenis

tcrtcntu memerlukan kewenangan untuk melakukan

upaya kesehatan.

24. Pejabat pengelol,a BLUD adalah pcmimpin BLUD yang

bertaaggqn&iasab terhadap kinerja operasional BLUD

yang tddiri atas Pejabat keuangan dan pejabat teknis

yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur

yang bcrlaku pada BLUD yang bcrsangkutan.

25. Rekening kas BLUD adal,ah r€kening tempat

penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin

BLUD pada bank umum untuk menasPrmg seluruh

penerimaan pendapatan dan pembayaran

p€ngehraran BLUD.

26. Pendapatan adalah aemua Penerimsan dalrrn bentuk

kas yang menambah ekuitas dana lancar dalam

periode tahun anggaran bersangliiltan yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.



27.Biaya adalah scjumtah pengeluaran yang mengurangi

ekuitas da.rra lancar untuk memp€roleh barsng

dan/atau jasa untuk keperluan oFrasional BLUD.

28. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya

disingkat RBA adalah dokulen perencanaan bisnis

dan penganggaran tahunan yang berisi program'

kegiatan, targpt kinerja, dan anggaran BLUD'

29. Dokumen Felaksanaan Anggaran BLUD yang

selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen

yanS memuat pendapatan dan biaya' proycksi arus

kas, jumlah dan kuditas barang dan atau jasa yang

akan dihasilkan dan digunakan sebsAai dasar

pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

30- Rencana Strategis Bisnis yang Eela4jutnya disingkat

Renstra Bisnis BLUD adalsh dokumen 5 (tima)

tahunan yang memuat visi, misi, program strategis'

pengukuran Pencapaian kinerja dan arah kebiiakan

opcrasional BLUD.

31. Standar Pelayanan Minimal yang setsnjutnya

disingkat SPM adalah spesifkasi tcknis tentang tolak

ukur Layanan minimaf yang diberikan oleh

Puskesmas kepada

32. Basis akmal adalah basis akuntansi yang mengakui

pengoruh transaksi dan peristiwa lainnya Pada sa.at

pelayanan tedadi, tanpa mcmlxrhatikan saat kas

atau sctara kas dit€rima atau dibayar'

33. Preltik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan

fungsi organisasi berdasarkaa kaidah-kaidah

menajemen yang baik dafam rangka pemberian

layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

i tA"r'-: , iL)r:!ix1.si i



34. Satuan Peqgawas internal adaleh perangkat BLUD

yang bertugas melakukan pengawasan dan

pengendalian intf,maf dabm rangka membantu

BLUD untuk meningkatkan kinerja

pelayanan, kcuangan,'ren prngaruh linglungan

sosial sekitarnya (social ddam

meqrelenggarakan bisnis sehat.

35.laporen keuangan konsolidasian adalah srntu

laporan keuangan yang meruFkan Sabungan

keseluruhan laporan keuangan cntitas akuntansi

aehingsa tersaji sebaaai satu cntitas pcleporan.

BAB II
TATAKEI.oIA

Bagian Kesatu

Identitas Puskffimag

Pasal 2

hrske$nas Cecar menrpakan hrskesmas Rawat Inap

yang terletak di Kclurahan Bangun Jaya, Kecamatan BTS

tnu, KabuFatsn Musi Rawas.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Tata l(elola

Pasal 3

(U Visi Puskesmas Cecar ada.[ah:

mewujudkan mas5rarakat untuk hiduP sehat Eccara

mandiri untuk mencapai musi rawas sempuma sehat.

(21 Misi Puskesmas Cecar adalah:

a. meningkatt<an kesadaran, kemauan dan

kemampuan masyarakat rmtuk hidup bersih dan

Behat;

b. mendorong tcmandirian dan pcran serta individu,

keh:arga, kelompok dan masyarakat dalarrt

meningkatkan derajat ke8ehata rya;

ri-_-._.--..1i ,.. ",1!, 4,,r .,,rrNASt I
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c- mcningkatlan akses dan kcterjangkauan

masyarakat terhsdap pelayanan kesehatan yang

merata dan berkualitas;

meningkatlon kerja sama lintas sektor dalam

mendukung Pelaksanaan pembangunan

keschatan di wilayah kcrjanYa; dan

e. meningkatkan kinerja sumbcr daya manusia

(SDM) dengan meningkattan pengetahuan dan

kemamPuan tenagB kesehatan 4ole.r memberikan

pelayanan kesehatan.

(3) Tata Nifrai Puskesmas Cecar adalah:

o- C: care(Ped,.tti)

b. E : Efidin md BAutut (Efelaif ilq Efrs&rt)

c, C: C@I,€r,dil,e @*eriatuna)
d A : Amuntable (tupat Dipeftanggung Jd,'abtean)

e. R: Re.speds (tulw ncnglanndl/ Lletqha,gdi)

(4) hineiP-Prinsip Tata Kelola antara lain:

a. transparansi;

b. akuntabilitas;

c. r€sponsibilitas; dan

d. independensi.

Bagian KctiSa

Kedudukan PuEkesmas

Pasal 4

Puslre$xras Cecar merupakan Unit Pela.ksana Teknis

Dinas Keschat8n Kabupaten Musi Rawaa.

BaAian KeeBpat

Tujuan, Tugas dan Fungsi hrskesmas

Pasal 5

(1) 'I\rjuan dari Puskcamas Cecar:

a. mewujudkan yang merniliki perilaku

sehat yang mcliputi kesadaran, kemauan, dan

kema.mpuan hidup sehat;

d.

r . ,,.8,
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(3)

b. mewr{udkan masyarakat yang mampu

menjangkau pelayanan kesehatan bermutu; dan

c. mewujudkan masyarakat yang hiduP dalam

lingkungan sehat.

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan kesehatan untuk hrjuan

pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam

rangka mendukung terwujudnya kecamatan Behat'

Dalam melaksanalsn tugas sebagaimana dimsksud

dalaE ayat (2), Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan UKM tingkat Pertama di wilayah

kerjarrya; dan

b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah

kerjanya.

Bagian Kelima

IGdudukan Pemerintah Daeralt

Pasal 6

Pemerintah ,(abupaten Muai Rauas adalah pemilik

Puskesmas Cecar.

Pasal 7

{l) Bupati sebagai pimpinen Ftmedntah Daerah meniliki

kewaj iban Bebagai berikut:

a. menjaga pclayanan Puslcctrnas agar masyarakat

tetap memiliki akses pada pelayanan keschatan;

b. mrnjaga kesinambungan p€layanan Puskesmas

sebagai bagian dari pclaSranan umum;

c. mengembangkan Puskesmas sesuai dengan

pefkembangan itnu dan teknologi;

d. melengkapi tenaga, sarana dan prasarala

Puskesmas dalam rangka meningkattan mutu

pel,ayanan; dan

e, meLakukan pembinaan dan pengawasan kepada

hrskesmas BLUD melalui Dinas Kesehatan,

i l.a.!nn [ooRDil{dsl
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Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik Puskesmas

bertanggungiawab:

a. terhadap kemajuan dan perkembangan

Puskesmas sesuai dengan harapan masya.rakat;

b. terhadap tercapainya pelayanan yang bermutu di

Puskesmas; dan

c. menutup defsit anggaran Puskesmas yang bukan

karena kesalahan dalam pengelolaaa yang

dibuktikan dengan audit secara independen.

(2)Pemerintah Kabupaten bertalggungiawab ataa

terjadinya kerugian pasien yang ditimbulkan akibat

kelalaian staf Puskesmas secara berjenja-ng sesuai

dengan hicrarki Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam menjaga tanggungiawabnya, Bupati sebagai

pemknpin Pemerintah Kabupaten memiliki wewenalg

sebagai berikut:

a. menetapkan peraturan tentang tata kelola dan SPM

Puskesmas serta perubahannya;

b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola

da.Il Pejabat Struktural;

c. mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai dalam

rangka menilai usulajt penetapar atau pencabutEr

PPK-BLUD Puskesmas dan penilaian kinefa
Puskesmas;

d. menetapkan tarif layanan Puskesmas BLUD;

e. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan

Anggaran Puskesmas;

f. menetapkan sistem remunerasi Pejabat Pengelol,a da.rl

Pegawai Puskesmas;

g. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar

ketentuan yang berlaku dan memberikan

penghargaan kepada p€gawai yan&berprBtasi; dan

h. kewenangan lain sesuai peraturan perundang-

undangan.

I
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BAB III

SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS

Bagian lksatu
Struktur Organisasi

Pa8al 10

(1) Orgetrisasi PuskesDas Cccar terdiri:

a. kcpal,a Pu8kesmas;

b. kepala sub Bagian Tata Uraha;

c. pcnanggungiawab Upaya l(esehetan Masyatakat

(UKM};

l2l

(3)

d. penggngungiawab Upaya

Perseorangan (UK9; dan

Kesehatan

e. penangrmgiawab jaringan Pclayanan hrskesmas

dan Jcjaring fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagan struktur organisasi scbagaimana dimakaud

rlalara Pasal rO ayat (1) tercantuf, dalam Lsmpiran I

Peraturan Bupati ini.

IGpal,a Puskesrnas meruPakan scorang Tenaga

Kesehatan dengan kriteria scbagai berikut:

a. tingkat Fndidikan paling rcndah sarjana (Sr) dan

memiliki kompetensi manaiemen kesehetan

masyara.kaq

b. masa kerja di Puskesmas minimsl 2 (dua) tahun;

dan

c. telah mengikuti pelatihan manajemen Puske$nas,

Kepa.la Puskesmas bertanggungiawab atas seluruh

kegiatan di Puskesmas.

Dalam melaksanakan tanS$mg jawab Kepala

Puskesmas melencanakan dan mengusulkan

kebutuhan Bumber daya Puskesmas kepeda Dinas

IGschatan Kabupaten.

Kepafa Sub Bagian Tata Usaha, membewahi bcberatB

kegiatan diantaranya Sistcm Informasi Puskesmas,

kepcgawaian, rumah tanggg, dan keuangan.

Fenanggungiawab LrKM Esensial dan Kepera$etan

membawahi:

(4)

(s)

(61
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a. pclayanan promosi kesehatan termasuk UKS;

b. pelayanan kesehatan tingkEgan;

c. pelayanan KIA-KB yang bcrsifat UfM;

d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;

e. pelayanan pc'IcegBhan dan pcngcndalien

penyakit dan

f. pelayanan keperawatan kes€hatan masyarakat'

(E) Fenanggungiasab UKM PenSgmbangan membawahi:

a. pelayanan lcschatan Jiwa;

b. pclayanan Kesehatan Gigi Maslremkaq

c. pelayananKesehatanTradisionall(omplemcnter;

d. pelayanan IftEehatan Olahraga;

e. pelayanan Kcsehatan lndera;

f. pelayanan Keschatan Lansia;

g. pelayanan lGsehatan Kerja; dan

h. pelayanan lGsehatan lainnJra.

(9)Fenanggungiawab LrXP, Kefarmasian, dan

Laboratorium rcmba\r8hi bebcraF kegiaten, yaitu:

a- petrayanan Pcmeriksasn umum;

b. pclayanan lrcschatan rigi dan mulut;

c. pclayanan XIA-KB yang bcrsifat UKB

d. pelayanan gawat darurat;

e. pclayanan gizi yang bersifat UKP;

f. pclayananpersalinan;

g. pelayanan rawat inaP;

h. pcl,ayanan kefamnsiani

i. pclayanan laboratorium; dan

j. pclayananrawatjalan.

(10) Jaringan Pel,ayanan PKM dan Jaringan Fayankes

membawahi:

a- puakesmas Pembantu;

b. puskesmas keliliag
c. bidan Desa; dan

d. jejaring fasititas pel,ayanan kesehatan.

PARAF I(OORDINASI



(1)

(f 1) Puskesmas menyelenggarakan upaya

masyarakat tingkat pertama dan upaya

pers€orangBn tingkat Pertama.

(12) Upaya kesehatan dilaksanakan secsra

dan bcrlresinambungan'

k$ehatan

kesehatan

tf,rintegraBi

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola

Pasal f f

Pejabst pcngelola BLLJD terdiri atas;

a. pemimpin BLUD;

b. pcjabat Kcuangani dan

c. pcjabat Teknis (penganggungiawab program),

Bagian Ketig"

Fengangkatan Fejabat Pengelola

Pasal f 2

Fejabat pcngelola BLUD diangkat dan diberheotikan

oleh Bupa.ti.

Pcnimpin BLUD bc*anggrmgiawab kcpada Bupati

melalui kepala Dinas lGs€hatan.

Pejabat Keuangan dan Fejabat Telmis BLUD

bertanggungiawab Kepada Femimpin BLUD.

Bagian l&cmpat

Persryaratan Sebagai Pejabet pcngelola

Pasat 13

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan pencmPatan

pcjabat pengclola BLUD scbagaimana 'rirark'r'd Pada

pasal 12 ayat (f), ditetapkan berdasarkan kompctensi

dan kebutuhan Praltik bisnis yang sehat-

(2) I(ompctcnsi scbagaimana dirnekorrd dalam ayat (1)'

mcrupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki

oleh p€jabat pengelola BLUD bcrupa pengetahuan

keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan

dalam pelaksanaan tugas dan jabetannya.

(1)

l2l

(3)



(3) Kebunrhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana

dimaksud dalern ayat (f), merupaken kepentingan

BLUD untuk meningkat}an kinerja keuangan dan

non keuangan berdasqrkan kaidah-kaidah

manajemen yang baik.

Pasal 14

(fl SYarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin

Puskesmas BLUD adalah:

tcnaga kesehatan Strata-l ya.rtA mcmpunyat

kemampuan, keshlian, intcgritas, kepemimpinan,

dsn diutamakan di bdang

Puske$nas BLUD;

bcrkclakuan baik dan memiliki dedikasi unhrk

mengernbangkan usaha guna kemandhisn

Puskesraas BLUD;

memenuhi syarat administrasi kepe8awaian dan

kualifikaai jabatan;

pimpinan Puekesmas BLLrD yang berasal dari Non

PNS, didasarkan paata hasil uji kelayakan dan

kepetutan (ft otd pqert*).
masa kerja di Puskceoas minimal 2 {dua} tahun;

dan

f. tclah mcngikuti pelatihan manajemen Rrskesrnas'

(2) Syarat untuk diangkat menjadi Fejabat keuangan

adalah:

a. memenuhi kdteria keahlian, integritas,

kepemimpinan;

b. berlatar betakang pcndidikan sarjana, diutanakan

bidang keschatan, ekonomi, dan akuntansi;

c. pejabat Keuangan BLLrD harus beresal dari PNS;

d. masa kerja di puskesmas minimal 2 (dua) tahtm;

e. berkclakuan baik dan memiliki dedikasi untuk

mengembenglan usaha guna kemandirian

keuanaEn;

b.

d.

L4



f. cakap melakukan perbuetafl hukum dan tida*

pemah menjadi pemegang keuangan perusahaan

yang dinyatakan pailit;

g. firemenuhi syarat adminitrasi kepegarraian dan

kualifikasi jabatan; dan

h. diutamakan mempunyai latar belakang

pendidikan paling rendah D3 dan mempunyai

pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi

dan keadministrasian.

(3) gyarat untuk diangkat menjadi Pejabat Teknis

adalah:

a. memenuhi kriteria keahlian, intcgritas'

kepemimpinan;

b. bcrkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk

oengembangkan k€giatan teknis di bidangnya;

c. memenuhi syarat adminiatrasi kepegawaian dan

kualifikasi jabatan; dan

d- diutamakan mempunyai latar $glekcng

pendidikan paling rcndah D3 dan mempunyai

pengataman di bidang teknis Jrang menjadi

taflggungiaq'abnya.

Bagiaa lklima
Tanggung Jawab PeJabat Pengelol,a

Pasd 15

(I) Femirpin BLUD bert€.ng:ungiawat tcrlradap

opcrasiornl dan keuangan BLUD sccara umum.

(2) Pejabat Keuangan BLUD bertangungiawab terhadaP

keuangan BLUD-

(3) Pcjabat Teknis BLUD bertanggungiawab terhadaP

mutu, standariEasi, administrasi, Peningkatan

kualitas sunber daya manusia, dan peninglatan

Bumbcr daya lainnya'

uLR"{? i{ia I;I.\:A0I PAn,lI KCOiC'lii,,.:i i

---J5-.iI rr'r. I



Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegewai

Pasal 16

Pejabat pcngelola mempunyai hak:

(U Mendapatkan remunerasi sesuai

peraturan perundang-undangan

keuangan daerah;

(2) Mengelola sumber daya s$uai
yang dibcrikan otreh Bupati.

Pasal 17

(U Pemimpin BLUD scbagaimana dimaksud dalam Pasal

l1 ayat (4, mcmpunyai tugas dan Lcwajiban:

a. mernimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,

mengendalikan, den

penyelenggaraan kegiatan BLUD;

b. merryrsun renstra bisnis BLUD;

mengevaluasi

c. menyiapkan RBA;

d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan

dan pejabat teknis kePada kepala daerah sesuai

ketentuen;

e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kcbutuhan

BLUD selain pejabat yarg telah ditetapkan dcngan

perahlan perundang-undangan; dan

f. menya.rrpa.ikan dan memlrrtangigungiax,abkan

kinerja operasional serta keuangan BLLrD kepada

Bupati.

(2) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud

d"l,m Pasal 1l ayat O), mempunyai tugas dan

ke*ajiban:

a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;

b. menyiapkan DPA-BLUD;

c. melakukan pengelolaan pendapstan dan biaya;

d. menyelenggarakan pengelolaan ka8;

e. melakukan pengelolaan utang-piutang;

f. menyusun kebilakan pengelolaan baieng, aset

tetap, dan investasi;

dengan ketrntuan

dan kemampuan

dengan fleksibilitas

{-&AF liooPJh:isl



g. menyeleng8arakan sistem informa8i manajemcn

keuangan; dan

h. menyelenggarakan akunt nsi dan Pcnyusunan

laporan keuangan.

(3) FEjabat tcknis scbegeimana dimeksud rlalern Pasal 10

ayat (c) mcmpunyai h:gas dan kewqiiban:

a, E€nlruaun per€ncanasn kegiatan teknis

dibidangnya;

b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan

c. mempertanggungiawabkan kinerja operasional

dibidangnya.

Begian Kehrjuh

L€rangan dan Pemberhentian Pejabat Fengelola dan

Pegawai

Pasal 18

I"arangpn pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non

PNS sebagai berikut:

a. melakukan tindakan yartg dapat menurunkan

kchormatan atau martabat pemerintah kabupaten;

b. mcnyalahgunakanwewenang;

c. menjadi perantara trnhrk E€ndapatkan keuntungan

pribadi daa/atau oraag lain dengan menggunakan

hewenangan orang lain;

d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,

menyewakan, atau meninja.mkan barang baik

atau tidak bcrgerak, dokumcn atsu surat

berharga milik pemerintah kabupaten sccara tidak

sah;

melakukan kegiatan bersana dcngan atasan, teoan

sejawat, tcman kerja atau orang lain di dalam

maupun di luar lingkungan lrerjanya dengan tujuan

unhrk kcuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain'

yarrg secara langsung atau tidak langsung E€rugikan

Femerintah Kabupaten;



f. melakukan suatu tindakaa atau tidak melakukar

suatu tinda.kan yang dapat menghalangi atau

mempersulit salah satu pihak yang dilayani oehingsa

mengatibatkan kerugian bagi yang difayani;

g. menghalangi berjslannya tugas kedinasan;

h. mencalonkan dAi sebagai calon

daerah/DPR/ DPD/ DPRD;

kepala

i- ikut s€rta dalam kampanye calon Presiden/ll/aLil

Pftaiden. DPR, DPD, atau DPRD;

j. mernberi dukungan kepeda cslon Kepala

Daerah/Wakil Kepala daerah, dengan cara terllbat

dalarr| lrcAiatan karnpanlE.

Fasal 19

(1) Pejabet PeneBlola Puskeamaa BLUD diberttentitan

karena:

a. mcninggal dtnfa;
b. berhalangan secara tetap 8el8ma 3 (ti84 bulair

berturut-firrut;

c. tidak melaksanaken tuSas dan kewajibannya

dengan baik;

d. melanggar kebijal€n atau ketentuan-ketcotuan

lain yang telah ditetapkan;

e. mengundurkan diri karena alasen yang patut;

atau

f. terubqt dalam suatu perbuatan yang melanggar

hukum.

(2) Pembcrhentian Pejabat Fengelola Puskesmas BLUD

yang berasal dari Non Pegawai Ncgeri Sipil diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

P,.llUt rooP.DiNl,si
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BAB TV

PENGEI.OMPOI(AN F[.,NGSI

Pasal 20

Fungsi pelayanan Purkesmas Cecar didasarkan Pada

fungsi pelayanan yang meliputi UPaya feschatan

Masyarakat (UKM), UPaya Kesehat€n Pcrseorangan

(UK$, Jaringan Pelayanan Puskeemas dan Jsringan

Fasyankes scrta funggi pendukung pclayanan.

Pasal 21

Frrngsi pendukung scbagai ana tcrsebut pada Pasal 20

meliputi fungsi manqlemen puskesmas dan Satrran

Pengawas Internd,
Pasnl22

(1) Tugas pokok Satuan Pengawas Intemal:

a. mengawasi terhadap pelakEanaan dan operasional

BIIID Putkeerras;

b, menil,ai pengendalian pengelolaan dan

pelak8anaan kegiatan BLUD Puskesmaq dan

c. membrikan saran perbaikan kePada l(epala

Puske$nas.

(2) Fungsi Satuen Fengawas Internal adalah:

a. pelaksana pengawasan terhadap s€gala kegiatan

BLUD Pugkesmas keuangan dan pelayanan;

b. lrcnelusuran kebenatan laporan atau informasi

tentang penyimpsnsan yang terjadi; dan

c. pemantauan tindak lanjut haail pemeriksaaa

aparat pcngawas ftEgBional.

(31 Satuai Fengas,as Intemal dibentuk dan di tetapkan

dengsn keputusan Kepala hrskesmas;

(4) Satuafl Pengawas Intemal berkedudukan dibawah

dan bertangung jawab kepada Kepala Puskesma$;

(5) Satuan Fengawas Intemal diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala Puskesoas.

TAMT T.OORDINASI
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BAB V
PROSEDUR KERJA

Pasd 23
(1) Prosedur kerja setiap proses pengelolaan manajerial

dan pe.layanan tetah didqktrrnerrta-sikarl dalam

Standar Operating Proedure (SOP). SOP meruPakan

acuat bagj seluruh petugas di dalam nl€laksanakar^

pekerjaan. Acuan pelaksanaan pekerjaan merupakan

bagian vital dalam p€ngelolaan Puskesmas dan

diharapkan merupakan suatu standar baku dalam

proses bisnis Puskesmas sehingga pelayanal kepada

seluruh pengguna dapat mencapai standar yang

diinginkan.

(2) Prosedur Kerja sebagaimana dimaksud dalam pada

ayat (1) tercantum dalam lampiran lI Peraturan

Bupati ini.

BAB VI
ESELONISASI

P8.sd 24
Eselonisasi Pejabat Pengelola Puskesmas BLUD

disesuaikan der\ga(r kgte!\t\raJ\ Perat\rral Pelur\daJrB-

Undangan,

Jika Pejabat Pengelola PusAesmas BLUD sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Non Pegawai

Negeri Sipil, maka hak-hak yang menyangkut

tunjangan jabatan disesuaikan dengan ketentuan

Peraturan Perundang-Undan gan.

BAB VTT

PENGEI,OI.AAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 25

(l) Pengelolaan srrmber daya manusia sebagaimana

dimaksud merupakan pengaturan dan kebiiakan yang

jelas mengenai sumber daya manusia yang

berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif da.Ir

kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian

tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan

produktif.

(l)
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(2) Sumb6 daya manusi,a PuskesEas tcrdiri atas rcnaga

ke8ehatan dan tenaga non kesehatan.

(3) Jenis dan julnlah tetaga kesehatan dan tenaga non

medis dihitung berdasarkan analieis beban kerja

dengan mempertimbengkan jumlah pelayanan yang

diselcngarakan, junlah penduduk dart

persebarannya karatrterietik wilayah kerja, luas

wilayah kerja, keterscdiaan fasilitas pelayenan

ke3ehatafl tingkat pcrtaea lainnya di wilayah kcrja

dan pernbagjan waktu kerja.

(4) Jenis t€naaa lrcsehatan paling sedikit tetdiri atas:

a. dokter atau doktcr layanan primer;

b. dokter gigi;

c. perawat sigi;

d. bidan;

e. tenaga kesehatan masyarakat;

f. tenaga lingkungan kesehatan lingkungan;

g. ahli teknologi laboratorium medik;

h. tcnaga gizi;

i. tenaga kcfarmasian; dan

j. perekam medik

(5) Teoaga non kesehatan harus dapat mendukung

kegiatan ketatausaharn, adminietrasi kcusngan,

sistem inforqraai, dan kegiatan operasiooal lain di

Puskeamas.

(6) Tenage keschatan di Puskesmas harus bekerja sesuai

dengsn standar profesi, stardar pelayanan, st ndsr

prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak

pasien, serta mengutama.I(an kepentingan dan

keselsmatan pasien dengan rrcmFrhatik8n

keselamatan dan keschatan dfuinya dalam bekerja.

(7) Setiap Tenaga Keschatan yang bekerja di Puskesmas

harus mcmiliki surat izin praktik sesuai ketentuan

Feratulan Perundang-Undsn88n-



(l)

(21

(8) Ictentuan EenSenai pengelolaan SDM non PNS

diatur lebih lsnjut dengan Peraturan Bupati mulai

dari rclsutmen, s€leksi, pcngangkatan, penempatan,

mutasi, proEosi, rcuad punisfunent' sampa.i dengan

pemutusan hubungan kcrja termasuk pensiun.

BAB VIII

REMUNERASI

Pasal 26

Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD daPat

dibcrikan remunerasi se8uai dengan tingkat tanggung

jawab dan tuntutan profesionalisme 5rang diperlukan.

Remunerasi scbagaimana diraksud dalam ayat (1),

merupakan imbalan kerja yang dapat beruPa Saji'

tunjanggn tetaP, honorarium, insentif, bonua atag

pr€stasi, pesangon dan/atau penaiun.

(3) Remunerasi scbagaimana dimaksud dalam ayat (1),

untuk BLUD-PuskesmaB ditetapkan oleh Bupati

berdasarkan usulsn Pcmimpin BlUD-Puskesmae

melalui lGpala Dinas Keschatan.

(4) Fenetapan remunerasi pernimpin BLLD

mempcrtimbangkan falrtor-faktor yang berdasarkan:

a. ukuran (si@ dan jumLah aset yang dikelola

BLLTD, tingkat pelayanan serta produktivitas;

b. pertimbangan Per8amaannya dengan industri

pelayanan scjenis;

c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan;

dan

d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh

Bupati dengafl mempcrtimbangkan antara lain

indikator keuangan, pelayanan, mutu dan

manfaat begi m.asYarakat.

(51 Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat tekris

ditetapkan paling banyak Ecbcaar 909ro (semblan

puluh peraen) dari rcmuncrasi pmimpin BLIID.



(3) Standar pelayanan minirml sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas

pehyanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta

kemudahan untuk mendapatkan layanan.

{4) Standar pelByaran minimal harus memenuhi

persyaratan:

a. fokus padajenis pclayanan;

b. terukur;

c. dapat dicapai;

d. relevan dan dapat diandalkani dan

e. tepat walfir.
(5) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a, mengutamakan kegiatan

pclayanan yang menunjang tern'ujudnya tugas dan

tungsi BLITD.

(61 Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat

dinilai sesuai dengan standar yang t€lah dit€tapkan.

(4 Dapat dicapai sebageimana dimoksrrd Pada ayst (4)

huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung

tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan

dan tingkat pcmanfaatannya.

(8) Relevan dan daPat diandalkan, sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan

yang sejalan, berkaitan dan dapat dipcrcaya untuk

menunjang tugas dan fungBi BLUD.

(9) Tepat waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (41

huruf e, merupakan lcsesuaian jadwal dan kegiatan

pelayanan yang rclah ditetapkan.

BAB X

TARIF LAYANAN

Pasal 28

(f) BLUD dapat memuagut biaya kepada masyarakat

sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan

yang dibcrikan.

PA&{F KOORDINASI



(2) Imbalan ataB barang dan/atsu jasa l,ayanan

sebagaimsna dimaksud pada ayat (f), ditetapkan

dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar

perhitungan biaya sahran p€r urdt layanan atau hasil

I)er investasi dana.

(3) Tarif eebagaimarra dirnekrud pada ayat (2), termasuk

imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk

menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit

layanan.

(4) Tarif layanan s€baSaimana dimaksud pada ayat (2),

dapat berupa besaEn tarif atau pola tarif sesuai jenis

layanan BLUD yang bersangkutan.

(5) Tarif layanan BLUD-Puskesmas diusulkan oleh

,6nrimFin BLUD kepada Bupati melalui Kepola Dinas

Kesehatan.

(6) Tadf layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

ditetapkan dengan peraturan Bupati dan

disampaikan kepada pimpinan DPRD.

(7) Penetapan tarif layalan sebageimana dimaksud pada

ayat (6), mempertimbangkan kontinuitas dan

peaggnbangan layanan, daya bcli masyarakat, serta

kompetisi yang schat.

(8) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), dapat membentuk tim.

(9) Pembentukan ri"' sebagaimana dimakud pada aya.t

(8), ditetapkan oleh Bupati yang keanggptaanya dapat

bcrasal dari:

a. pembina teknis;

b. pembina keuangan;

c. unsrrr pciBuruan tinggi; dan

d- lembaga profesi.

(10) Peraturan Bupati mengenai tarif l,ayanan BLUD dapat

dilakukan perubahan aesuai kebutuhan d8n

perkembangan keadaan.

2s' ,' i
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(1)

(11) Ferubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat

(10), dapat difakukan secara keseluruhaa maupun

per unit layanan.

(12) Proses perubahan tarif scbagairnana dirnaksud pada

ayat (1O) dan ayat (1f), mempertimbangkan

kontinuitas dan pengembangan Layanan, daya beli

rrasyarakat, serta kodrpetisi ysng sehat'

BABxl
PENGEIOLAAN KEUANGAN

Bagian Keaatu

Pendapatan

Pasal 29

Pendapatan BLUD dapat bersumbcr dari:

a. jasa layanan;

b. hibah;

c. hasil kerjasarna dengian pihak lain;

d. APBD;

e. APBN; dan

f. lain-lain pendapatan BLUD yan8 sah.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa

imbalan yang dipcmleh dari jasa layanan yang

diberikan kepada masyarstat.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat

berupa hibah terikat dan hibah tidsk terikat.

tlasil kerjasama denggn pihak lain eebegeirnena

dimaksud pada ayat (f) huruf c, dapat berupa

perolehan dari kerjasana oprasional, ecwa menyewa,

dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi

BLUD.

(21
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(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD

sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf d, dapat

berupa pendapatan yarrg berasal dari otorisasi kredit

anggaran pemerintah kabupaten bukan dari kegiatan

pembiayaan APBD.

{6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf e, dapat

berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah

dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau

tugas pembantuan dan lain-lain.

(7) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi

dan/atau tugas pembantuan sebagaimeia dimalsud

pada ayat (6), proses pengelolaan keuangan

diselenggarakan secara terpisah berdasarkan

ketentuan yang bedaku dalam pelaksanaan APBN.

(8) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain:

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak terpisahkan;

b. hasil pemanfaatan kekayaar;

c, jasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asingi

I komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai

akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan

barcng dan/ atau jasa oleh BLUD; dan

g. hasil investasi.

(9) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), kecuali yang berasal dari hibah terikat,

dapat diketola langsung untuk membiaya

pengeluaran BLUD sesuai RBA.

(1o) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

diperlakukal sesuai peruntuka-nnya.

K 27
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(11)

lt2)

Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f,

dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat

dalam kode rekening kelompok pendapatan asli

daerah pada jenis lainlain pendapatan asli daerah

yang sah dengan obyek pendapatan BLUD

Seluruh pendapat€n sebagaimana dima-ksud pada

ayat (11) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah setiap triwulan.

Bagian Kedua

BiaYa

Pasal 30

(1) Biaya BLUD merupakan biaya operasiona-l dan biaya

non operasional.

(2) Biaya operasional eebagaimana dimaksud pada ayat

(1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban

BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

(3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada

avat (1), moncakup seh.ruh biaya yang menjadi beban

BLUD dalam rangka menunjang pelalsanaan tugas

dan fungsi.

(4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dialokasikan untuk membiayai pro$am peningkatan

pelayaran, kegiatan pelayalan, dan kegiatan

pendukung pelayanal.

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana

dimalsud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan

kelompok, jenis, program dan kegiatan.

(6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), terdid dari:

a, Biaya peLayartan; dan

b. Biaya umum dan administrasi,

(7) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang

berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

h
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(8)

(e)

Biaya umum dan administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf b, mencakup seluruh

biaya operasional yang tida-k berhubungan langsung

dengan kegiatan pelayanan.

Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(7), terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya bahan;

c. biaya jasa pelayanan;

d. biaya pemeliharaan; dan

c. biaya barang dan jasa; dan biaya pelayanan lain-

lain.

(1o) Biaya umum dan administrasi sebagaimaaa pada

ayat (8), terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya administrasi kantor;

c. biaya pemeliharaan;

d. biaya baralg dan jasa;

e. biaya promosi; dan

f. biaya umum dar administrasi tain{ain.

(11) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), terdiri dari:

a. biaya bunga;

b. biaya administrasi bank;

c. biaya kerugiaa penjualan aset tetap;

d. biaya kerugian penurunan nilai; dan

e. biaya non operasiona.l lain{ain.

(12) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf

a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.

(13) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber

sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dilakukan

dengan menerbitkan sPM Pengesahan yang dilampiri

dengan Surat Pemyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

t^" fir
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(14) Pengeluaran Biaya BLUD diberikaa fleksibilitas

dengal mempertimbangkan volume kegiatan

pelayanan.

(15) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), merupakan pengeluaran

biaya yang disesuaikan dan signifftan dengan

perubahan pendapatan datam ambang batas RBA

yang telah ditetapkan secara defrnitif.

(16) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimalsud pada ayat (14), hanya berlaku untuk biaya

BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari

APBN/APBD darr hibah terikat.

(17) Fleksibititas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), tidak bedaku untuk BLUD

bertahap.

(18) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD

mengajukan usulan tambahan angga.ran dari APBD

kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui

Kepala Dinas Kesehatan.

(19) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat

(f5) ditetapkan dengan besaran persenta6e.

(20) Besaran persentase sebagaimana dimalsud pada ayat

(19), ditentukan dengan me mpertimbangkan fluktuasi

kegiatan operasional BLUD.

(21) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat

(2O), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(22) Persentase ambang batas tertentu sebagatnana

dima-ksud pada ayat (19), merupakan kebutuhan

yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur,

rasional dan dapat dipertsnggungiawabkan.

Bagiar Ketiga

Perencanaan darr Penganggaran

Pasal 31

(1) BLUD menlrusun Renstra Bisnis BLUD.

t 30
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(2) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (l), mencakup pernyataan visi, misi, program

strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana

pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan

lima tahunan BLUD.

(3) Visi sebagaimana dimalsud pada ayat (2), memuat

suatu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin

diwujudkan.

(4) Misi eebagaimana dimaksud pada aJrat (2) memuat

sesuatu yang hams diemban atau dilaksanakan

sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi

dapat terLaksana sesuai dengan bidangnya dart

berhaeil dengan baik.

(5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang

berorientasi pada hasil yang ingrn dicapai sampai

dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang,

dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

(6)Pengukuran pencapaial kinerja sebagaimana

dimalsud pada ayat (2), memuat pengukuran yang

dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasii

kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor

internal dan ekstemal yang

tercapainya kinerja.

mempengaruhi

(7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian

kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lirna) tahun.

(8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21, memuat perkiraan

pendapatan capaian kinerja keuangan taltunan

selama 5 (lima) tahun.

(9) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dipergunakan sebagai dasar pen)rusunan

RBA dal evaluasi kinerja.
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(1O) BLLrD menyusun RBA tahr:nan yang berPedoman

kepada renstra bisnis BLUD.

(11) PenyNunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat

(U, disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis

kinerja, pcrhitungan akuntsnsi biaya menunrt jenis

layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan

pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari

masyarakat, badsn lain, APBD, APBN dan sumber-

sumbcr Pendapatan BLUD lainnYa.

(12) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari Program

dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada

pengelol,aan keuangan BLUD'

(13) RBA s€bagaimana dimaksud dalam ayat (12)'

memuat:

a. kinerja tahun berjafan;

b. asumsi makro dan mikro;

c. targct kinerja;

d. analisis dan perkiraan biaya satua4

e. perkiraan harga;

f. ang8aran pendapatan dan biaYa;

g. besaran per8entase ambsng batas;

h. prognosa laporan keuangan;

i. perkiraan mqjtu (forutard estilztat{;

j. rtncana pcngcluaran investasi/ modal; dan

k. ringkaean pendapatan dan biaya unhrk

konsolidasi dengan RKA-Dinas ltuaehatsn/ APtsD.

(14) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (13)' disertai

dengan usul,an Program, kegiatan, standar pelayanan

minfural dan biaya dari keluaran yang dihasilksn.

{f5) Kinerja tahun berjalan scbagBimana dirnaksud pada

ayat (13) huruf a, meliputi:

a. hasil kegiatan usaha;

b, fakor yang mempengaruhi kinerja;

c. pcrbandingan RBA tahun bcrjal,an den89n

realisasi;

d. l,aporan keuangan tahun berjalan; dan



e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti

sehubungan dengan pencaPaian kinerja tahun

berjalan'

(16) Asumsi mak'o dan miho sebagaimana dimaksud

pada ayat (13) huruf b, antara l'ain:

a. tingkat inllasi;

b. perhrmbuhanekonomi;

c. nil,ai kurs;

d. tarif; dan

e. volume PalaYanan'

(17} Tatget kinerja sebagaimana 'rirnaksud pada ayat (fg)

huruf c, antara Lain:

a. pcrkiraan pcncapaian kinerja pelayanan; dan

b. pcrkiraan keuangan Pada tahun yang

direncanakan.

(18) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimena

dimaksud pada ayat (131 huruf d, rcrupakan

biaya per unit peny€dia barang dan/ atau

jasa pelayanan yeng dibcrikan, setelah

mempcrhitungkan scluruh komponen biaya dan

volume barang dan/etau jasa yang akan dihasill€n'

(19) Ferkiraan hargE s€basainana dimaksud pa.da ayat

(13) huruf e, meruPakan estirnaoi harga jual produk

barang dan/atau jasa setelah memperhitunglcn

biaya persatuan dan tingkat ma4in 5rang ditentutan

seperti terc-ermin dari tarif layanan.

(2O) Anggaran pendaPetan dan biaya sebagaimana ayat

(13) huruf f, meruPskan rcncana anggaran untuk

seluruh kcgiatan tahunan yang dinyatakan dalam

satuan uang lrang tercermin dari rrncana pendapatan

dan biaya.
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(2rl Besaran persentase ambang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf g, merupakan besaran

persentase perubahan anggaran bersumber dari

pendapatan operasional yang diperkenankan dan

ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi

kegiatart operasional BLUD.

Prognosa laporal keuaagan sebagaimana dima-ksud

pada ayat (13) huruf h, merupakan perkiraan realisasi

keuargan tahun berjalan seperti tercermin pada

laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.

Perkiraan maju (fontard estimatel sebagaimara

dimaksud pada ayat (13) huruf i, meruPakan

perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran

berikutnya dari tahun yarg direncanakan guna

memastikan kesinambungan program dart kegiatan

yang telah disetujui dan menjadi dasar penyrsunan

anggaran tahun berikutnya.

Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) hurufj, merupakaa rencana

pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

(25) Ringkasan pendapatan dan biaya r:ntuk konsotdasi

dengan RKA-Dinas Kesehatan/ APBD sebagaimara

dimaksud pada ayat (f3) huruf k, merupakaa

ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang

disesuaikal dengan format RKA-Dinas

Kesehatan/APBD.

(26) Untuk BluD-Puskesmas, RBA sebagaimana

dimaksud dalam ayat (l2l disusun dan

dikonsotdasikan dengan RKA-Dinas Kesehatan.

(27) RBA sobagaimana dimalsud pada ayat (26),

dipersamakan sebagai RKA-Puskesmas.

(28) RBA sebagaimana dimalsud pada ayat (26),

disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatao untuk

dibahas sebagai bagian dari RKA-Dinas Kesehatan.

(22l.

(23)

(24]'

h
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(29) RKA-Dinas Kes€hatan beserta RBA sebagaimana

dimakud Pada ayat (28), disampaikan LePada

Fejabat Fengelola Keuangan Daerah (PPKD).

(3O) RBA sebagaimana dimaksud dalar" ayat (28) atau

Rt(A-Dinas Kesehatan bcaerta RBA sebaAaimana

dir.'krud pada ayat (29), oleh PPKD disampaikan

kepeda 'Ilm Angaran Femerintah Daerah ffAPD)

uatuk dilakukan Penelaahan.

(31) RBA yang tclah dilakukan penelaahan oleh TAPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3O), disempaikan

kcpada PFKD untuk dituangkan dalam RancangBn

Peraturan Daerah tentang APBD.

(32) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tcntang APBD

sebagaimana dimaksud dele'n ayat (31) dit€taPkan

menjadi Peratursn Daerah, peDxirnph BLUD

melakulGn penyeeuaian terhadap RBA untuk

ditctapkan menjadi RBA defnitif.

(33) RBA dcfinitif sebagaimana dimaksud del-'n ayat (32)'

dipakai aebagai dasar penyusrman DPA-BLI D untuk

diajukan kepada kjabat Fengclola Keuengan Daersh.

Bagian KeemPat

Fel,aksanaan Anggaran

Pasd 32

(1) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3l
ayat (33), mencakuP antara lain:

a- pendapatan dan biaya;

b. proyeksi arus kas; dan

c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang

atan dihasilkan.

(21 PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar

pclaksanaan angaran.

(3) Feng$ahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan

pcrundang-undangan.
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(4) Dalam hal DPA-BUJD sebagaimana dimaksud pada

ayat (21, belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat

melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya

sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

(5) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menjadi dasar

penarikan dana yang bersumber dari APBD.

(6) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal,

barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturaa perundalg-undangan.

(7) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa

scbagaimana dimaksud dalam ayat (6), sebesar selisih

(mismatclt) jumlah kas yang tersedia ditambah

dengan aliran kas masuk yalg diharapkan dengan

jumlal pengeluaran yang diproyeksikan, dengan

memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan

dalam DPA-BLUD.

(8) DPA-BLUD menjadi lampiran pe{anjian kineda yang

ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.

(9) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), merupakan manifestasi hubungar keda antara

Bupati dengan pemimpin BLUD, yang dituangkan

dalam perjanjian kine4a lantractrtal perform.anre

aoreemenq-

(10) Dalam perjanjian kinefa sebagaimala dimaksud

pada ayat (8), Bupati menugaskal pemimpin BLUD

untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum

dan berhal< mengelola dana sesuai yang tercantum

dalam DPA-BLUD.

(1f) Pedanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), antara lain memuat kesanggupan untuk

meningkatkal:

a. kinerja pelayana! baSi masyarakat;

b. kinerja ker:angan; dan

c. manfaat bagi masyarakat.

t(
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Bagian Kclima

Akrmtansi, Pelaporan dan Fertangungiawaban

Pasd 33

(1| BLUD menerapkan sisteE inforrnaai marlajemen

keuangan sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis

lxang Echat.

(2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam

dokumen pendukung yang dikelola secara tcrtib'

(3) Penyelcnggaraan akunt nsi dan laporan keuangan

scbagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan

basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan,

biaya, aset, Icwajiban dan ekuitas dana.

(4) BLUD mengembangkan dan meneraPkan sfutcm

akuntansi dengan berpedoman pada standar

akuntansi yeng b€daku untuk BLUD yanS

bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

(1) Laporarr kcuangan BLUD tcrdiri dari:

a. neraca yang mengsambarkan posisi keuangan

mengenai aset, kewejiban, dan el itas dana pada

tanggsl tertcntu;

b. laporan oPcrasional yang berisi informasi junlah

pendapatan dan biaya BLUD sclernr satu periode;

c. laporen arus kas yang menyajikan informasi kas

berksitan dengan aldivitas operasional, investasi,

dsn alrtivitas dan/atau pcmbiayaan

yang menggambarkan saldo awal, penerimsan,

pengeluaran, dan saldo ekhir kas selama periode

tertentu; dan

d. catatan atas laporan kcuangan yang berisi

penjelasan naratif atau rincian dari angfta yang

tertera dalam laporan keuangan.

!iBS-(ocP-!lNAsl i
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(2) Isporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diB€rtai dengan laporan kinerja yarrg berisiksn

informasi pcncapaian hasil/ keluaran BLUD.

(3) Laporan kcuangan sebagaimana dimaksud peda ayat

(f), diaudit oleh pemeriksa ekstemal sesuai dengan

pcraturan perundang-undangen.

(4) S€tiap tdwulan BLuD-Puskesmas men5msun dan

menyamPaikan laporan operasional dan laPoran arus

kas kcpada PFKD melalui KePala Dinas Kesehatan,

peling lambat 15 oima belas) hari setelah periode

peleporan berakhir.

(5) Setiap semesteran dan tahunan BLlrD-Puskesmas

wajib men /u$m dan me4ampaikan laporan

keuangan lengkap yaflg terdiri dari laporaa

operasional, neraca, laPoran arus kas dan catetan

atas laporan keuangan disertai laporan kinerja

kepada PPKD melalui Kepala Dinas lGs€hatafl untuk

dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas

Kesehatan dan pemerintah daerah, paling lambst 2

(dual bulan setelah periode pelaporan berakhir.

(O Fenyusunan laporan kcuangan scbagainana

dirnakeud dolqrr| ayat (4) dan.talp"' ayat (5) untuk

kepcntingan konsolidasi, dilckukan berdasarkan

standar akuntansi Pcmerintah.

BAB XII

PENGEIOIAAN SUMBER DAYA IAIN

Pasal 35

(1) Sumber daya lain arrabh sehxuh as€t dan kegiatan

yang mengfusilkan pcndaPetan diluar pcndapatan

operasional dan dikclola oleh PuskcEnas.

(2) Fengelolaan sumber daya lain diupayakan unhrk

meningkatl(an mutu pelayanan dan operasional scrta

kelancaran tuaas pokok dan fi.rngsi PuskesEas.

(3) Pengelolaan sumber daya 5rang beruPa alat keschatan

wajib ditakukan kalibrasi alat secsra berkala.

i-e$; -': l
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(4) Sistcm pengslolaan sumber daya train disueulkan oleh

Kepala Puskesmas melalui fepala Dinas Kcschatan

untuk ditctapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGEIPI,AAN UNGKUNGAN
pesaf 36

(U Dafam menjaga kelestarian lingkungan, Puskesrnas

wajib mengelol,a limbah Puskeemas melalui

penyusunart UPL (Upaya Pengclolaan t ingkungan)

dan UPL (Upaya Pcmantauan Linglungan) sesuai

den8an ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PengelolaEn limbah sebagaimana dimaksud pa.da ayat

(1) meliputi pengelolaan limbah padat dan cair,

pengawaean, dan pcngcndalian vektor.

{31 Pengelolaan limbah cair wajib memenuhi syarat batu
mutu yang ditetapkan socaJa nasional dan rcgional

meliputi pcngelolaan aecara kimiawi, lisik dan biologis

scbclum dibuang ke krykungen.
(4) Dalam mengelola limbah padat (sampah), Puskcsmae

wajib memisahkan sc-fah medis dari srrrr[rah non

medis.

(5) Pengelol,aan sampah medis wajib mematuhi

ketcntuan Peraturan Ferundary-Undangan.

BABXW

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Fembinaan
Pasd 37

Pembinaan tcknis Puakesma8 dilakukan oleh Kepala

Dinas Kesch"atan.

Pembinaan keuangan Puskesmao dilqkrrkra oleh

Pejabat Peagelola IGuangan Daerah (PPKD).

(1)
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(1)

l2l

Baaian IGdua

Pengaweaan

Pasal 38

(f) Pengawasan Puskesmas dilakukan oleh InsPelftorat

Kabupaten.

(2) Penggrrasan operaaiond daPat dilakukan oleh

Satuan Fcnga$as Internal (SH).

BAB XV

EVALUASI DAN PEMI.AIAN XINER.IA

Pasal 39

Evaluasi dan penilaian Kinerja BLUD-Puekcsmas

dilakukan setiap tahun oleh Bupati terhadap a8Pek

kcuangan dan non keuangan.

Evaluagi yang dilakukan scbagaimana dicnksud

pada ayat (f), dipergunakai untuk mcngukur

tingkat pencapaian hasil PPK-BLUD

ditetapkan dalan Rcncana Strategis Bisnis (Renstra

Bienis) dan Rencana Bisnis dan AnggEran (RBA).

BAB XVI

KETENruAN LAIN-I,AIN

Pasd 40

Bupati berwenang untuk menetapkan bcrbagai

ketcntuan dan peraturan pelaksanaan untuk

melaksana&an potra tata kelola ini, yang meliputi

Peraturan Puskesmas, Feraturan tf,ntang ket€nagaan,

serta pcraturan lsin yang tidak dicantumkan drle"r| pola

tata kelola ini atas usulan KePola Pus&esmae.

r I,,!.: t.
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BABXVII

KETENTUAN PENUTI,'P

Pasal4l

P"rsturan ini berlakr s€jak tc'lof,l ditetapkatl

Aaar octiap orang meogetahuinya, m€merintahtan

kngundangan Peraturqn Bupa.ti ini dcngan

pcnempetannya dafam Bcrita Daerah l(ebupatcn Musi

Rawag.

Ditctapkan di
2019

Diundangkan d! Muara Beliti
pada tansEal c <afio b 201.9

SEKRETARIS DAERAH
KABI'PATEN MUSI RAWAS,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAI{UN 2019 NOUOR..&
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IAUPTR l{tr : PERATLTRAN BT PATI MUSI RAWAS

NOMOR I A TAHI''N 2019
TEITTANG TATA KEI.OIA BADAI{
IAYANAT UIIUM DAERAH PADA

PUSAT KES'EHATAI{ MASYARATAT

CECAR KABT'PAXEI{ USI BAf,IAS

PROSEDUR TER^'A PI.'STESUAS CECAR

SOPFclryalratl

f. SOP Fda UPaYa lGsc'batan FeMantpa

Cccar

2. SOP Felryanaa GaYet Daflrrat;

a- SOP kocriEam Fasicn;

b. SOP Fcmufaagan Faderr; dan

c. SOP FambaYaran Pasien:

f) filnai
2l Non Timai

3, SP Fclryanan Rawat Jalan;

a- SOP Fencrimaan Faricn;

b. sOP Pemulangrn Paricq dan

c. SOP Pcabryaraa Pasiafi

U Tunai

A l{m 1\msi

4. SOP ftlaYanan Raw8t InaP;

a- SIOP PcotriEaan Palien

b. SOP Rmulangar PaEica

c. SOP Fcobayaren Pasi€o

f) Tunai

2) Non Trmai

5. SOP Pcraalinan;

6. SOP Felqnaan LabdatorfiE Scdcrtans;

7. SOP Felryatun Farmasi;

S. SOP Fdryanan Oizi;

9. SOP Fetayanan Pasicn l(chrsrge Miskin;

10. SOP klaYanar Rckaa Mcdik;

f 1. S{tP Fcagclolaan limbah;

12. SOP Administraci dan Manejcm€o;

p(f) nudcoas
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13. flOP Felayanan Ambulans;

14. SOP Femeliharaan;

f5. SOP Psnccgahan dan Fengendalian Infeksi;

B, SOP @a Upaya lcschatan Maryarakat {UBM) Puakesmas Cccar

1. SOP Relsyanan l(esehataa lbu Hamil;

2. SOP Felayanan Keschatan Ibu Ber*Iin;
3. SOP Felryarun lteschatan Ba1ri Baru lahir;
4. SOP FelayanaD I<csehatan Balita;

5. SOP Felayanan Nesebatan pada Usia Pendidikan Dasqr;

6. SOP Felayanan l(esehatan pada Usia Prcdukti4

7. SOP Fel,ayanan lGschatan pada Usia t -njuq
8. SOP Fclayanan Kcsebatan P€ndcrita Hipertenei;

9. SOP Felayan3n l(esehatan Feoderite DiabetB Xelitus;

lO. SOP Belayanan Xeaebaran Omng d€ngan GarEuan Jiwa Bcrat;

11. SOP ktayanan lcsehatan Orang deryan Tubertulosis (Its);
.len

12. SOP Pclayanan Kesehatan Orang dengan Rbiko Tainfckci HIV.

tr. SOP Selain Pelayanan

A. SOP FegEwai

l SOP Relruitmen Pegawai;

2. SOP Pengembangan dan l(ompctensi; dan

3. SOP Femberhcntian PegaYai

B. SOP Sarana dan kagarana

1. SOP Fengadaan

2. SOP Femeliharaan

P-r,ia.\i i:ooEDii{


